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MOTTO 
“Dan bahwa manusia hanya memeperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 
sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya, kemudian akan 
diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna)” 
(QS. An Najm 39 41). 
 
“Dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(Keperluan)Nya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap tiap 
sesuatu”  
(QS. at Talaq:3). 
 
“Ambil keputusan untuk tidak pernah tinggal diam. Orang tidak akan pernah 
mengeluh membutuhkan waktu lebih  jika ia tidak pernah kehilangan waktu. 
Banyak hal yang bisa kita raih jika kita selalu bekerja melakukan sesuatu” 
(Thomas Jefferson) 
 
‘’Hargai waktu jangan biarkan waktu berputar tanpa sepengetahuanmu’’ 
(Penulis) 
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ABSTRACT 
 Performance Based Budget is a budget that aims to be able to achieve 
the level of effectiveness and efficiency of a budget, in the hope of achieving an 
optimal outcome or output. Previous research suggests that performance-based 
budgets are very important for the progress of an agency or agency. 
 The approach of this research is qualitative research, using technical 
triangulation which confirms the information expressed by the speakers with 
existing documents. This research was conducted at the Regional Finance Agency 
of Boyolali Regency, because the Regional Finance Agency is an agency that 
conducts administration and budget management throughout Boyolali Regency 
 The results of this study are the Regional Financial Institutions of 
Boyolali Regency have implemented a Performance-based Budget well, it can be 
seen that the Regional Finance Agency of Boyolali Regency has implemented in 
accordance with the applicable Law, namely Law No. 17 of 2003 concerning 
Regional Finance, and Law No. 20 of 2004 concerning Government Work Plans. 
That is to implement the five indicators, which are determining strategic goals, 
determining programs and activities, determining cost standards, conducting 
performance measurements and writing in LKJIP every year, and not only that 
the Boyolali Regional Finance Agency absorbs 86% of the budget and has a 
budget of 14%, which means the budget on the BKD is in a good category. 
 
Keywords: Performance Based Budgeting, Strategic Goals, Cost Standards 
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ABSTRAK 
Anggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu anggaran yang bertujuan 
untuk dapat mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi suatu anggaran, dengan 
harapan untuk mencapai suatu hasil atau keluaran yang optimal. penelitian 
terdahulu memberikan anggapan bahwa anggaran berbasis kinerja ini sangat 
penting untuk kemajuan suatu badan atau instansi. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan 
menggunakan triangulasi teknik dimana mengkonfirmasi informasi yang 
diutarakan oleh narasumber dengan dokumen yang ada. Penelitian ini dilakukan 
di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, karena Badan Keuangan Daerah 
merupakan suatu badan yang melakukan administrasi dan pengelolaan anggaran 
di seluruh Kabupaten Boyolali. 
Hasil Penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 
telah melaksanakan Anggaran berbasis Kinerja dengan baik, hal ini dapat dilihat 
bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan sesuai 
dengan UU yang berlaku yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Kuangan Daerah, 
serta UU No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. Yaitu  
melaksanakan kelima indikator tersebut yaitu menetukan sasaran strategis, 
penentuan program dan kegiatan, penentuan standar biaya, melakukan 
pengukuran kinerja serta dituliskan dalam LKJIP setiap tahun periodenya, serta 
tidak hanya itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali juga menyerap 
aggaran sebesar 86% serta telah mengefisiensi anggaran sebesar 14 %, yang 
artinya anggaran pada BKD dalam kategori baik.  
 
Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Sasaran Strategis, Standar Biaya 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  
Indonesia saat ini berada pada masa era birokrasi, dimana sistem 
pemerintahan dijalankan oleh pegawai pemerintah dan ia harus berpedoman pada 
peraturan yang telah disusun oleh satuan pemerintahan. Termasuk juga dengan 
sistem keuangannya yang mana saat ini menggunakan tolok ukur kinerja. Tolok 
ukur kinerja saat ini didasarkan pada suatu  output, input, proses maupun outcom 
sehingga pemerintah mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif 
dan efisien(Mardiasmo, 2009). 
Salah satu hal yang mendasari sistem keuangan adalah adanya suatu 
anggaran. Anggaran merupakan alat yang digunakan untuk mengendalikan kinerja 
semua unit pemerintah berdasarkan pada perencanaan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Anggaran ini dibuat karena kebutuhan dan keinginan dari 
masyarakat yang tumbuh selama bertahun-tahun. Kualitas anggaran sangat 
penting dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan  
tanggung jawab pemerintah terhadap publik (Djalil dan Maulana, 2017). 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan perubahan di bidang pengelolaan 
keuangan daerah sehingga hal ini dapat menimbulkan reformasi di bidang 
pengelolaan keuangan.  
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Undang- Undang yang mengatur tentang Anggaran berbasis Kinerja 
adalah Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 
Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan 
Nasional. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Perundangan tersebut, 
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 yang 
menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun dengan menggunakan 
Anggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran 
Berbasis Kinerja (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009). 
Untuk melaksanakan perencanaan Anggaran, hal ini hanya di 
fokuskanpada  Anggaran Berbasis Kinerja. Selain itu, untuk Anggaran Terpadu 
hanya digunakan sebagai persyaratan Anggaran Berbasis Kinerja. Kerangka 
Pengeluaran Menengah merupakan jaminan kontinuitas penyedia anggaran 
kegiatan karena telah direncanakan untuk tiga tahun sampai lima tahun 
kedepan(Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009). 
Tujuan dibentuknya Angggaran Berbasis Kinerja adalah untuk 
memperbaiki sistem penganggaran sebelumnya yaitu Anggaran Tradisional, yang 
mana Anggaran Tradisional hanya memperhatikan administrasi serta mengukur 
keberhasilan yang dituntut untuk menyadari berapa jumlah nominal yang sesuai 
dengan perencanaan sebelumnya. Sedangkan, Anggaran Berbasis Kinerja lebih 
mengedepankan input dan output serta manfaat yang akan didapat dan 
penyesuaian visi dan misi dalam perencanaan anggaran (Liwaul, Rosika, 
Purwanti, dan Hamryati, 2017). 
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Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja selain tujuan diatas adalah untuk 
mengubah mindset para birokrat dari system yang birokratis kearah system yang 
lebih menekankan pada kewirausahaan birokrasi pemerintah. Melalui cara yaitu 
dengan melakukan reformasi pengelolaan dan tanggungjawab kinerja pemerintah, 
yang mana prioritas strategis harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan pemerintah 
. Sehingga, dapat menetapkan sasaran strategis pada instansi dengan ukuran 
kinerja yang jelas dan terukur (Anton, Tinangon, dan Elim, 2016). 
Anggaran dengan pendekatan kinerja lebih menekankan pada konsep nilai 
uang dan pengawasan kinerja output, dan didasarkan pada  tujuan kinerja. Oleh 
karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 
Penilaian kinerja hanya didasarkan pada pelaksanaan nilai uang dan efektivitas 
anggaran (Mardiasmo, 2009). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi 
pada kinerja akan  menggagalkan rencana yang telah disusun (Hartanto, Busaini, 
dan Animah, 2018) 
Penganggaran berbasis kinerja dalam melaksanakan sistemnya 
memerlukan dukungan dari berbagai pihak penyelenggara yaitu melibatkan 
manajemen yang sistematis dan tidak hanya berfokus pada proses internal 
organisasi guna memaksimalkan layanan publik. (Susanto dan Yuliani, 2014) 
menyatakan bahwa dalam melakukan sistem penganggaran berbasis kinerja 
penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang 
(value for money) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (money follow function) 
sesuai dengan kebutuhan riil setiap kinerja. 
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Melalui penggangaran berbasis kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan 
akuntabilitas publik. Akuntabilitas Publik adalah kewajiban yang dimiliki 
pihak pemegang amanahdalam memberikan pertanggung jawaban pada saat 
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan dalam segala bentuk aktivitas dan 
kegiatan publik(Mardiasmo, 2009). 
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja ini tidak lah semudah membalikkan 
telapak tangan, hal ini disebabkan karena mengubah mind set yang tidak hanya 
pada lingkungan eksekutif saja, akan tetapi juga pada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Selain itu dalam merumuskan rencana Anggaran Negara tidak lagi bersifat intput 
base akan tetapi lebih kepada output base. Suatu Anggaran adalah sebuah alat 
negara yang digunakan sebagai alat pengendalian, alat perencanaan serta sebagai 
instrument akuntabilitas publik dalam melaksanakan kegiatan dan program yang 
di danai menggunakan uang pemerintah.  
Penelitian tentang Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja telah banyak 
dilakukan, akan tetapi penelitian terdahulu hanya mengungkapkan pada sejauh 
mana anggaran berbasis kinerja itu diterapkan serta seberapa penting anggaran 
berbasis kinerja harus dilakukan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan 
Hartanto, Busaini dan Animah (2018) tentang implementasi anggaran berbasis 
kinerja dengan hasil penelitian yaitu bahwa umumnya manajer anggaran di Kantor 
wilayah Badan Pertanahan Nasional di NTB telah memahami anggaran berbasis 
kinerja, akan tetapi sejauh ini belum menerapkannya dengan baik. 
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Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Liwaul, Rosika, Purwati dan 
Hamryati (2017) tentang Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam 
meningkatkan efektivitas organisasi dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa 
Kantor Sekertariatan Pemerintah Wakatobi telah menerapkan anggaran berbasis 
kinerja dengan baik dan telah sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat dan 
Kementrian Regulasi Keuangan Wakatobi.  
Susanto dan Yuliani (2014) menyatakan bahwa penerapan anggaran 
berbasis kinerja ini dianggap sangat penting bagi pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kinerja. Dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik, 
maka akuntantabilitas publiknya juga semakin baik, sehingga dapat meningkatkan 
profesionalisme pemerintah daerah. Djalil dan Maulana (2017) yang 
mengungkapkan bahwa setiap anggaran memiliki pengaruh yang parsial 
signifikan pada akuntabilitas pemerintah. 
Kinerja Keuangan pada suatu organisasi pemerintah daerah dimana dalam 
setiap kegiatannya dibiayai menggunakan dana publik, apalagi dalam hal tersebut 
menyangkut anggaran belanja daerah yang dilimpahkan pada setiap daerah,  hal 
ini menjadi sorotan masyarakat terkait dengan akuntabilitas dari anggaran 
tersebut. Dalam mengelola dana yang begitu besar disertai dengan program 
strategis yang dijalankan, maka diperlukan sistem pemganggaran yang tidak 
hanya melihat dari capaian suatu program, akan tetapi yang diharapkan adalah 
terciptanya outcomes dan benefit. 
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Mengingat pentingnya implementasi anggaran berbasis kinerja 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2011 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan daerah. Salah satu daerah yang dianggap sesuai 
serta tanggap dalam system anggaran berbasis kinerja adalah Kabupaten 
Boyolalai, hal ini terbukti dengan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali No.3 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif Daerah.  
Melihat dari sisi keefektifan akuntabilitas, serta transparansi, Kabupaten 
Boyolali telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Pemerintah Kabupaten 
Boyolaliadalah salah satu Daerah yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja 
dimana melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 
menyampaikan informasi sesuai Tujuan, sasaran serta hubungan dengan 
penganggaran.  Kabupaten Boyolali juga merupakan salah satu daerah yang 
berada di Jawa Tengah dimana  juga memiliki pemerintahan seperti daerah yang 
lainnya. Pada 7 tahun terakhir Kabupaten Boyolali kembali mendapatkan Opini 
Wajar Tanpa Pengecualian serta  pelaporan kinerja masih sama dengan tahun 
tahun sebelumnya yaitu B. Maka, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Boyolali 
mampu mempertahankan kualitas Anggarannnya (www.boyolali.go.id). 
Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang  
pengimplementasian anggaran berbasis kinerja secara mendalam di Kabupaten 
Boyolali.  Selain merupakan system penganggaran yang relative baru sehingga 
sistem ini dapat dilaksanakan dan mencapai suatu tujuan, manfaat, kesetaraan, 
partisipatif, akuntabel, transparan, serta menghargai keraifan local. Telah banyak 
7 
 
 
 
suatu Badan yang mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, akan tetapi 
perlunya mengkaji hal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
efektivitas, efisiensi dan ekonomis pada anggaran berbasis kinerja di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga penelitian ini berjudul “Analisis 
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintahan Daerah Kota 
Boyolali” (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali) . 
1.2.Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka inti dari permasalahan 
tersebut adalah bahwa metode penganggaran kinerja sangatlah penting dalam 
mewujudkan suatu pemerintahan yang bersifat Transparansi dan 
memilikiAkuntabilitas yang baik. Impementasi ABK yang baik maka tingkat 
efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya juga baik. 
 
1.3.Batasan Masalah 
Pembatasan dalam penelitian ini hanya focus pada pembahasannya, hal ini 
bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang di cantumkan. 
dalam penelitian ini peneliti hanya focus pada pengimplementasian anggaran 
berbasis kinerja yaitu tingkat efektivitas, efisiensi dan ekonomis anggaran pada 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dengan melakukan wawancara pada 
pihak yang dibutuhkan oleh peneliti. 
1.4.Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan  
BagaimanaAnggaran Berbasis Kinerja pada Badan Keuangan Kabupaten Boyolali 
dimulai dari tahap penyusunan, implementasi serta sampai dengan tahap evaluasi 
dan pelaporan anggarannya ? 
1.5.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Boyolali. 
1.6.Manfaat Penelitian  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 
memberikan manfaat berupa: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan dunia 
pendidikan khususnya dibidang pengauditan. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Dapat menambah referensi studi tentang Anggaran Berbasis Kinerja 
b. Memberikan informasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja 
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1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Tabel 1.1.  
Hasil Penelitian yang relevan 
 
N
o 
Nama peneliti Judul 
Penelitian 
Meto
de 
Peneli
tian 
Hasil 
1
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liwaul, 
Rosika, 
Purwanti dan 
Hamryati 
(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of 
Performance 
Based 
Budgeting 
System 
Implementatio
n of 
Improving 
Organizationa
l Effectiviness 
 
 
 
 
 
 
kualit
atif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penerapan anggaran 
berbasis kinerja di 
pemeerintahan Wakatoobi 
telah berjalan dengan baik 
sudah sesuai prosedur, visi 
dan misi, menentukan 
program dan kegiatan, 
Merumuskan indikator 
kinerja, menentukan 
standar biaya, pengeluaran 
aktivitas, dan membuat 
Laporan serta  
pencapaian kinerja di 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten Wakatobi 
telah sangat efektif. 
 
       Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
3.  
Hartanto,Busaini
,dan Animah 
(2018) 
 
 
 
Astutiningrum, Ali 
Djamhuri, Yeney 
Widya 
Prihatiningtias 
(2014) 
 
 
 
 
 
 
 
Implementation of 
performance based 
budgeting: A 
Phenomonologi 
Study on National 
Land Agency 
 
New Institutional 
Theory: 
Implementasi 
Anggaran Berbasis 
Kinerja Menuju 
Organisasi Yang 
Kompetitif Dan 
Berorientasi Pasar 
Kual
itatif 
 
 
 
 
 
 
 
Kual
itatif  
Kantor Badan Wilayah 
Pertanahan Nasional telah 
memahami anggaran berbasis 
kinerja dengan baik, namun 
mereka belum menerapkan 
dengan baik. 
Hasil menunjukkan 
Penerapan anggaran berbasis 
kinerja dalam proses 
penyusunan RBA di RSUD 
dr. Iskak Tulungagung telah 
mendorong terjadinya 
perubahan organisasi,mulai 
dari perubahan struktur 
organisasi, SDM, prosedural, 
sampai pada perubahan nilai-
nilai manajemennya. 
Salah satu dampak Paling 
menonjol dari 
Penerapan anggaran berbasis 
kinerja di RSUD dr. Iskak 
Tulungagung adalah 
keleuasaan untuk 
Menyusun anggaran 
Sesuai dengan kebutuhan, 
sehingga Penggunaan dana 
lebih efektif dan efisien. 
Efektifitas dan efisiensi dana 
memberi 
Peluang rumah sakit 
Untuk mendapatkan 
Keuntungan yang lebih 
tinggi. 
Tabel Berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.1. 
Tabel Berlanjut… 
 
4.  Wiwik Andriani 
Ermataty Hatta 
(2012) 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis 
Penerapan 
Anggaran 
BerbasisKinerja  
Pada 
Pemerintah 
Pusat (Studi 
pada Politeknik 
Negeri  
Padang) 
Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada 
beberapa factor yang 
mempengaruhi PNP yaitu 
penganggaran kegiatan yang 
belumberdasarkan skala 
prioritas danketerbatasan 
dana serta belumterincinya 
indikator kinerja 
untukkegiatan yang 
terlaksana 
5.  Resti Hanatasia 
Waworuntu 
Treesje Runtu 
(2014) 
Analisis 
Perubahan 
Sistem 
Penganggaran 
Di Indonesia 
Dan 
Pengaruhnya   
Pada Kinerja 
Inspektorat 
Provinsi 
Sulawesi Utara 
Kualitatif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Penelitian 
menunjukkan perubahan 
sistem penganggaran di 
Indonesia dari sistem 
penganggaran traditional 
based budgeting system ke 
performance based budgeting 
system telah memberikan 
pengaruh pada peningkatan 
capaian Kinerja Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Utara 
selama periode 3 tahun 
terakhir, sejak 
sistempenganggaran berbasis 
kinerja diaplikasikan di 
Instansi tersebut. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingginya 
angka presentase pencapaian 
target yang berkisar 85% 
sampai dengan 100% dengan 
kategori capaian kinerja 
Sangat Berhasil (SB) 
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Lanjutan tabel 1.1 
 
 
Tabel Berlanjut… 
 
 
 
 
6.  Muhammad 
Avicinna 
Dipayana   
Iwan 
Triyuwono 
Wuryan 
Andayani  
(2017) 
 
 
 
 
 
 
The Process of 
Performance 
Based 
Budgeting in 
Probolinggo 
City by 
Utilizing 
SIMRAL: A 
Phenomenology 
Study 
Kualitatif TAPD iinterpreted 
Penganggaran Berbasis 
Kinerja  
dengan memanfaatkan 
SIMRAL sebagai: 
ketidaktaatan penganggaran 
untuk perencanaan dan solusi 
untuk mengatasi  
ketidaktaatan tersebut. 
Akan tetapi emahaman makna 
Penganggaran Berbasis 
Kinerja dengan penggunaan 
SIMRAL tidak lantas 
membuat Pemerintah Kota 
Probolinggo menerapkannya 
dalam  
sesuai dengan aturan dan itu 
adalah karena beberapa alasan 
yang diuraikan sebagai 
berikut: ketidaksesuaian  
antara perencanaan dan 
penganggaran, pelaporan 
kinerja yang belum berjalan 
dengan baik, perlunya  
untuk memperkuat sumber 
daya manusia, kurangnya 
SKPD kualitas 
kepemimpinan, dan  
kerja dari sistem aplikasi yang 
belum terintegrasi seperti 
SIMRAL 
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Lanjutan tabel 1.1 
 
 
 
1.8.Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. 
Metode dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat 
alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, snowball, teknik 
pengumpulan dengan menggunakan metode trianggulasi analisis data bersifat 
7.  Reni 
Farwitawati, 
Bambang Suroto 
dan Hadiyati 
(2016) 
Analisis 
Implementasi 
Anggaran 
Berbasis Kinerja 
Pada 
Pemerintahan 
Kabupaten Siak 
Provinsi Riau 
Kualitatif hasil penelitian 
menunjukkan penerapan 
sistem anggaran berbasis 
kinerja 
dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 
2015 di 
Kabupaten Siak cukup 
baik. dilihat dari sistem 
anggaran berbasis kinerja 
yang 
mengacu pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 
dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 tahun 2014 
walaupun masih 
mengalami berbagai 
kendala yaitu kendala 
yuridis dan kendala 
administratif. 
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induktif/kualitatif, dan dari  hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada 
makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015) 
1.9.Jadwal Penelitian Terlampir 
Terlampir 
 
1.10.  Sistematika Penulisan  
Penelitian ini dalam penulisan skripsi akan disusun  dengan sistematika 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang 
relevan, kerangka berfikir yang akan dilakukan oleh peneliti.  
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu penelitian 
kualitatif, Sumber Data,Teknik  Analisis Data, Teknik Pengumpulan 
Data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data. 
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BAB V  PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, 
keterbatasan penelitian, dan saran-saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Anggaran Sektor Publik  
Bastian, (2010) menyatakan Anggaran merupakan suatu bentuk 
pengikhtisaran dalam menentukan pengeluaran dan penerimaan diperiode masa 
mendatang  dengan melihat anggaran di tahun sebelumnya. Selain itu, Nordiawan 
(2006) mengatakan bahwa dalam organisasi sector publik anggaran disusun tidak 
hanya dijadikan sebagai suatu perencanaan tahunan, namun merupakan salah satu 
wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana dari publik yang telah 
dibebankan.   
Penyususnan Anggaran Sektor Publik disesuaikan dengan peraturan 
organisasi yang berada dalam suatu organsasi.  dimana seperti dalam peraturan 
organisasi di pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan diberlakukannya UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah. 
Lahirnya empat paket Perundang undangan yaitu  UU No.17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan 
Negara, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, Serta UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional telah terjadi Perubahan Mendasar dalam 
menyelenggarakan suatu Sistem Pemerintahan dan Pengaturan keuangan yang 
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diutamakan pada perencanaan dalam anggaran baik pemerintah dan organisasi 
publik lainnya. 
2.1.1.  Pendekatan Penyusunan Anggaran Sektor Publik 
Pelaksanaan anggaran sector publik di Indonesia menggunakan dua  
pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan Tradisional 
 Halim dan Kusufi (2014) Mengatakan, biasanya anggaran dengan 
pendekatan tradisional ini digunakan di negara berkembang dimana dalam 
pendekatan tradisional ini berdasarkan pendekatan incrementalism dan line 
item yaitu dalam penghitungan jumlah anggaran dihitung dengan disarkan 
pada tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu tanpa melakukan 
kajian yang lebih spesifik. sehingga dapat memberikan dampak buruk yaitu 
tidak terpenuhinya kebutuhan serta menimbulkan kesalahan yang terus 
menerus akan terjadi. 
2. Pendekatan New Public Management 
Pendekatan New Public Management ini difokuskan tidak pada kbijakan 
akan tetapi lebih mengedepankan kinerja. dalam hal ini diharuskan untuk 
melakukan peminimalisiran biaya  dan kopetisi tender, serta melakukan 
pengefektifan dan mengefisiensi kepada masyarakat Halim dan Kusufi 
(2012).Menurut Halim dan Kusufi (2012) Pendekatan New Public Management 
terdapat 4 teknik dalam pelaksanaan anggaran sector publik yaitu: 
a. Anggaran Kinerja 
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Anggaran Kinerja dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang 
terjadi pada Anggaran dengan System tradisional. dengan cara lebih 
menekankan pada konsep Value For money dan pengawasan atas kinerja 
output.  
b. Program Budgetting 
Program Budgetting ini lebih menekankan pada efektifitas penyususnan 
Anggaran dimana dalam penyususnan berdasarkan pada  tugas yang akan 
dikerjakan. kemudian dalam menentukan keputusan didasarkan pada 
tujuan atau output dari kegiatan yang dilakukan dari pada input dengan 
tujuan menghasilkan barang taupun jasa pemerintahan.  
c. Zero Based Budgetting (ZBB) 
Pendekatan dengan metode ini bertujuan untuk mnegatasi anggran 
berdasarkan line item dan incrementaism dimana penyusunan anggaran 
tidak didasarkan pada tahun lalu, akan tetapi berdasarkan kebutuhan saat 
ini. sehingga dapat menciptakan anggaran dengan konsep Value for 
money. 
d. Planning, Programming, and Budgetting System (PPBS) 
Merupakan suatu anggaran dimana dilakukan dengan cara pengklompokan 
atau dilakukan secara terpisah baik untuk pengeluaran primer ataupun 
sekunder. Dalam teknik ini memperhatikan pada suatu integritas dari 
perencanaan, pembuatan program  dan penganggaran.  
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2.2. Anggaran Berbasis Kinerja  
2.2.1.  Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja  
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan suatu pendekatan dimana 
dalam sistem penganggaran sangat memperhitungkan keterkaitan antara 
pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhitungkan efisiensi dalam 
mencapai kinerja (Hartanto, Busaini, dan Animah, 2018). Menurut Farwitawati, 
Suroto dan Hardiyanti (2016) Anggaran Berbasis Kinerja merupakan penyusunan 
yang dilakukan dengan memperhatikan antara pendanaan dengan keluaran dan 
hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran 
tersebut. 
Menurut UndangUndang No.17 Tahun 2003, Anggaran Berbasis Kinerja 
merupakan suatu cara dalam mewujudkan pencapaian kinerja agar mencapai 
anggaran yang efektif dan efisien melalui penyusunan anggaran berbasis kinerja. 
Untuk mengatasi kelemahan yang berada pada system anggaran line item 
budgeting maka diperlukan adanya system anggaran berbasis kinerja yang dimana 
pengukuran kinerja menjadi salah satu dasar dalam menetapkan anggaran ( Halim, 
2010). 
Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah menyebutkan bahwa dalam rangkaian penyempumaan penganggaran 
paling lanjut adalah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan 
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penekanan pada tersedianya rencana kerja yang benar-benarmencerminkan 
komitmen kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari proses penganggaran. 
Kementerian negara/lembaga diharuskan untuk memperkuat diri dengan 
kapasitas dalam pengembangan indikator kinerja serta system pengukuran 
kinerjanya dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya sebagai 
persyaratan untuk mendapatkan anggaran. percobaan pada system ini dapat 
dilakukan di beberapa lembaga yang berkaitan langsung dengan pelayanan 
masyarakat.  
Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa: 
1. Program merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga 
atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. 
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. 
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3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakanHasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan suatu program. 
Tahun 2004 Tentang Rencama Kerja dan Anggaran Kementrian 
Negara/Lembaga dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: 
1. RKA-KL terdiri dari rencana kerka kementrian/lembaga dan anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanaka rencana kerja anggaran. 
2. Di dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, 
hasil yang diharapkan kegiatan, keluaran yang diharapkan 
3. Di dalam anggaran yang diperlukan adalah diuraikan biaya untuk masing 
masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan 
yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun 
berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan Kementeri Negara/ 
Lembaga yangbersangkutan. 
4. RKA-KL meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan kemenrian 
negara/lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrai dan tugas 
pembantu. dala RKA-KL   termasuk juga rencana kerja dan anggaran untuk 
daerah yang ada pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan. 
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan 
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Dalam Pasal 7 
disebutkan bahwa: 
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1. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan denga 
memperhatikanketerkaitanantara  pendanaandengankeluaran dan
 hasilyangdiharapkan termasukefisiensi  dalam pencapaian hasil 
dan keluaran tersebut. 
2.  Dalam penyusunan anggaran berbasiskinerjadiperlukan indicator 
kinerja,standarbiaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis 
kegiatan. 
3. Tingkat  kegiatan  yang  direncanakan  dan standar biaya yang 
ditetapkan pada permulaansiklustahunan penyusunan anggaran menjadi 
dasar untuk menentukan anggaran untuk  tahun anggaran yang 
direncanakan dan prakiraan maju  bagi  program  yang bersangkutan. 
4. Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat 
umum maupun  yang  bersifat  khusus  bagi Pemerintah Pusat setelah 
berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait. 
 Peratura Pemerintah Nomor 21 Tahun  2004  Tentang  Penyusunan  
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga  dalam  Pasal  8  
disebutkan bahwa:  
 Penganggaran berbasis kinerja mengutamakan upaya pencapaian output 
dan outcomes atas alokasi belanja yang ditetapkan yang ditujukan untuk 
memperoleh manfaat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas 
dan memerlukan adanya indicator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat 
satuan kerja dan kementerian/lembaga. 
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1. Dalam  rangka  penerapan  anggaran  berbasis kinerja, kementerian 
negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja. Dalam 
rangkapelaksanaan pengukuran kinerjaditetapkan sasaran dan/atau 
standarkinerja program dan kegiatan dilingkungan Kementerian 
Negara/Lembaga. 
2. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan 
kerja kementerian negara lembaga setiap tahun berdasarkan sasaran 
dan/atau standar kinerja  kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan 
balik bagi penyusunan RKAKL tahun berikutnya.Evaluasi diartikan 
sebagai penilaian atas relevansi dan efektifitas, serta konsistensi program 
dan/atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan. 
3. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program 
sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun berdasarkan sasaran dan/atau 
standar kinerja yang telah ditetapkan.  
Kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka agar pengukuran dapat 
dilakukan sehingga diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan 
secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja.   Macam-macam Indikator 
Kinerja,yaitu:  
1. Indikator Kinerja Kegiatan. 
2. Indikator Kinerja Program. 
3. Indikator Efisiensi. 
4. Indikator Kualitas.  
Berikut indikator kinerja di Badan Keuangan Daerah Boyolali 
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N
o 
Sasaran Strategis Indicator kinerja Outcom 
Uraian Target 
1 Meningkatnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 
yang akuntabe 
1. Prosentase Peningkatan PAD 
2. Tingkat ketepatan waktu penetapan 
APBD 
3.  Prosentase laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah 
yang akuntabel dan tepat waktu 
4.  jumlah Ranperda/Ranperbub 
Pertanggungjawaban APBD 
5. Penghapusan Piutang dan Aset 
Daerah 
6. Validasi Aset Daerah 
7. Jumlah Persertifikatan tanah dan 
asset daerah 
8. Prosentase tertib administrasi gaji 
SKPD 
9. Prosentase dana transfer DBH 
(Pajak Retribusi) DAK, Bantuan 
Gubernur 
10. Jumlah Kasus TPGR 
11. Opini Laporan Keuangan 
Daerah 
 
10.24 % 
100% 
100% 
 
1 Perda 
 
80% 
100% 
20sertifika
t 
100% 
100% 
1 kasus 
WTP 
 
Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 
manajemen pendanaan  untuk yang mengaitkan dituangkan  setiap dalam 
kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, tennasuk efisiensi 
dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.Keluaran dan hasil tersebut 
dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja dan bagaimana tujuan itu 
25 
 
 
 
dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap 
tingkat pencapaian  tujuan. 
Rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari Renstra 
dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. Pada 
dasamya penganggaran berbasis kinerja merubah fokus pengukuran kinerja dari 
fokus pengukuran besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser menjadi hasil 
yang dicapai dari penggunaan sumber daya. 
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 4 disebutkan bahwa 
Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun 
yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan 
kementeriannegara/lembaga terkait dan standar biaya yang ditetapkan dapat 
berupa standar biaya masukan pada awal tahap penerapan anggaran berbasis 
kinerja dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. 
Implikasi anggaran berbasis kinerja (ABK) terhadap penganggaran dan 
penelaahan biaya kegiatan adalah fokus penganggaran dan penelaahan biaya 
kegiatan akan bergeser dari input costing ke per unit cost of output, oleh karena 
itu perlu koordinasi yang erat antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian 
Keuangan agar standar biaya keluaran dapat ditetapkan. 
Pengukuran Kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan 
(gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, dengan maksud 
diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan 
peningkatan kinerja dapat dilakukan. Dalam Pengukuran kinerja pada ABK ini 
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berdasarkan pada tingkat Value for Money yaitu tingkat efektivitas, efisiensi, serta 
ekonomis pada suatu anggaran daerah. 
Kinerja dalam suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang 
bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan mencapai  
tujuan yang ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah 
(Mahsun, 2006). Maksut dari efektivitas, efisiensi, dan ekonomi yaitu 
1. Ekonomi adalah jika suatu kegiatan telah dapat menghilangkan atau 
mengurangi biaya yang tidak perlu. 
2. Efisien adalah dapat dikatakan efisien jika suatu hasil kerja telah mencapai 
suatu hasil  dengan penggunaan sumber daya dan biaya yang serendah 
rendahnya. 
3. Efektivitas adalah dapat dikatan efektiv apabila proses tersebut telah mencapai 
tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga menyatakan nilai kinerja anggaran suatu lembaga 
dikelompokkan  kedalam kategori sebagai berikut: 
a. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90%  dikategorikan dengan Sangat Baik 
b. Nilai kinerja anggaran dari 80%   sampai 90% dikategorikan denganBaik 
c. Nilai kinerja anggaran 60% sampai 80% dikategorikan dengan Cukup 
d. Nilai kinerja anggaran 50% sampai 60%  dikategorikan dengan Kurang 
e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50%  dikategorikan dengan Sangat 
Kurang 
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Waworuntu dan Runtu (2014) mengatakan Sistem anggaran berbasis 
kinerja (performance based budgeting systems) saat ini telah 
menjadipenganggaran yang telah dirubah dan digunakan. Sistem ini dianggap 
lebih maju daripada sistem anggaranberbasis tradisional. Penganggaran berbasis 
kinerja berorientasi bagaimana para pemimpin mendayagunakandana yang 
tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.  
Sistem anggaran berbasis kinerja seorang pemimpin tidak hanya 
mendasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi di 
sistempenganggaran tradisional, tetapi anggaran juga didasarkan kepada tujuan-
tujuan atau rencana-rencana tertentuyang pelaksanaannya perlu disusun atau 
didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yangdipakai 
tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien Waworuntu dan Runtu (2104).  
Dalam mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien diperlukan 
beberapa syarat  yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 102 
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Ulasan RKA-KL Tahun 
2009(Dipayana, Triyuwono, dan Andayani, 2017): 
a. Berada pada kondisi lingkungan yang mendukung serta dapat 
berorientasi pada kinerja yang telah ditetapkan 
b. Sistem kontrol yang efektif membutuhkan akuntabilitas manajerial. 
c. Telah ada sistem yang andal dan metode akuntansi yang dipraktikkan 
sebelum pendahuluandari sistem manajemen keuangan terintegrasi. 
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d. Mekanisme alokasi sumber daya yang berorientasi pada hasil telah 
ditetapkan. Sistem audit keuangan yang efektif telah diterapkan sebelum 
audit kinerjadikelola. 
 
 
2.2.2. Teknik Pengukuran Value For Money 
1.  Tingkat Ekonomi 
Mengukur tingkat ekonomis pada organisasi sector publik yatu memerlukan data-
data anggara pengeluaran dan realisasinya. berikut rumus nya: 
Tingkat Ekonomi:  
 
dengan kriteria:  
X < 100% Ekonomis 
X = 100% Ekonomi 
berimbang 
X > 100% Tidak 
Ekonomis 
(sumber: Mahsun, 2006) 
3. Tingkat Efisiensi 
Pengukuran ini memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh 
pendapatan dan realisasi pendapatan. 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 X 100% 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
 𝑋 100% 
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kriteria: 
     
 
 
 
(sumber: Mahsun, 2006) 
4. Tingkat Efektivitas 
Pengukuran ini memerlukan data realisasi pendapatan dan anggaran atau 
target pendapatan:  
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 𝑋 100% 
 
 
 
(sumber: Mahsun, 2006) 
  
X < 100% Efisien 
X = 100% Efisiensi 
berimbang 
X > 100% Tidak Efisien 
X < 100% Tidak efektif 
X = 100% Efektivitas 
berimbang 
X > 100% Efektif 
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2.2.3. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja 
Anggaran Berbasis Kinerja akan dilakukan dengan didasarkan pada Siklus 
anggaran yang telah ditetapkan yaitu melalui  empat tahap menurut Mardiasmo 
(2009) yang terdiri atas, 1) tahap persiapan, 2) tahap ratifikasi, 3) tahap 
implementasi, 4) tahap pelaporan dan evaluasi. Adapun penjelasan mengenai 
siklus anggaran yang telah dikutip di atas adalah sebagai berikut: 
1. Tahap persiapan (preparation) 
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan dengan melihat taksiran 
pengeluaran yang didasarkan atas taksiran pendapatan yang telah tersedia 
dan didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah kebijakan serta 
strategi organisasi. Penentuan dari visi, misi, Perumusan strategi hal ini 
adalah tugas dan tanggung jawab Kepala badan. Dengan menggunakan 
salah satu metode yaitu menggunakan analisis SWOT. Dalam mewujudkan 
suatu tujuan organisasi dengan menggunakan strategi diperlukan analisis 
SWOT yang didasari oleh lima komponen yaitu:  
a. Pernyataan tentang misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan      
oleh Kepala eksekutif organisasi serta mampu memberikan kerangka 
pengembangan strategi pada target yang akan dicapai. 
b. Analisis atau skema lingkungan terdiri dari pengidentifikasian dan 
pengukuran faktror-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi pada 
kondisi yang harus diperkembangankan yang harus dipertimbangkan 
pada saat merumuskan strategi organisasi. 
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c. Untuk mengevaluasi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
suatu organisasi yang dipengaruhi oleh profil internal serta audit 
sumber daya. 
2. Tahap Ratifikasi (Approval/ratification) 
Tahap Kedua yaitu dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu disampaikan kepada pihak yang 
memerlukan seperti halnya pihak legislatif yang bertujuan untuk dibahas dan 
disahkan. 
3. Tahap implementasi (implementation)  
Manajer keuangan memiliki peran penting dalam hal bertanggung jawab 
untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan diandalkan sebagai 
penyusunan anggaran periode berikutnya Melalui perencanaan anggaran. 
maka perlu adanya tahap implementasi yang bertujuan memeberikan perhatian 
kepada manajer keuangan publik pada system akuntansi serta system 
pengendalian manajemen untuk melakukan kegiatan pelaporan dan evaluasi. 
Kemudian dijadika kerangka acuan dalam Rencana Anggaran Satua Kerja 
(RASK) yang berfokus pada akuntabilitas publik. 
4. Tahap pelaporan dan evaluasi  
Setelah dilakukan implementasi dari ketiga tahap tersebut, kemudian tahap 
yang ke empat adalah tahap Pelaporan dan Evaluasi dimana, hal ini 
menekankan pada akuntabilitas. laporan dan evaluasi akan berjalan lancar 
jika informasi akuntansi dan pengendalian manajemen juga baik.  
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2.2.4.  Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 
Menurut Nordiawan (2006) tahap-tahap penyusunan anggaran berbasis 
kinerja adalah sebagai berikut. 
1. Penetapan strategi organisasi 
Visi dan Misi dalam suatu daerah diperlukan dalam melakukan  penetapan 
strategis yang dimana melihat prospek yang akan dicapai pada tahun 
tersebut, serta membandingkan dengan melihat keadaan sebelumnya atau 
bahkan melihat dari sudut pandang lainnya. dalam mencapai  visi dan misi 
yang baik maka  harus mencakup hal hal berikut :  
a. Mencerminkan sesuatu hal yang ingin dicapai. 
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas. 
c. Memiliki orientasi masa depan. 
d. Menumbuhkan seluruh unsur organisasi. 
2. Pembuatan tujuan 
Tujuan operasisonal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu kurang 
lebih satu tahun, agar perencanaan yang dilakukan sesuai dengan  
sebagaimana tujuan yang akan dicapai. 
3. Penetapan aktivitas 
Penetapan aktivitas dalam perencanaan penyusunana anggaran didasarkan 
pada beberapa strategis dan tujuan operasional suatu organisasi tersebut. 
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan 
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Dalam melakukan anggaran maka diperlukan suatu evaluasi serta 
menetapkan keputusan yang akan diambil dengan standar yang telah 
ditetapkan. 
 
 
2.2.5. Analisis Standar Biaya (ASB) 
Permenkeu No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 
2011. Dengan adaya Analisis Standar bertujuan untuk meminimalisir kesepakatan 
antara pihak eksekutif dan pihak  legislatif sehingga dapat melonggarkan alokasi 
anggaran pada tiap-tiap unit kerja untuk mencapai efisiensi anggaran. Dalam 
menyusun Anggaran Berbasis Kineja perlu memperhatikan prinsip-
prinsippenganggaran,  perolehan  data  dalam  membuat  keputusan  anggaran,  
siklusperencanaan anggaran daerah, struktur APBN/D, dan penggunaan ASB. 
 
2.2.6. Analisis Standar Belanja  
Analisis Standar Belanja memiliki tujuan untuk menganalisis ada tidaknya  
kewajaran beban kerja atau biaya pada setiap program atau kegiatan yang 
dijalankan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran.Beberapa manfaat 
yang diperoleh dari Pemerintah Daerah ketika menggunakan Analisis Standar 
Belanja menurut (Permendagri No. 32 Tahun 2008) adalah sebagai berikut : 
a. Penetapan plafon anggaran  pada saat  Prioritas  serta Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan pada “intuisi” 
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b. Untuk  melakukan kegiatan organisasi publik harus dapat menentukan 
kewajaran biayanya. 
c. Dapat Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas sehingga 
dapat menyebabkan inefisiensi anggaran. 
d. Tolok ukur kinerja didasarkan pada penentuan anggaran. 
e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. 
f. Memiliki argumen yang kuat jika suatu saat “dituduh” melakukan 
pemborosan. 
g. Penyusunan anggaran dapat menjadi lebih tepat waktu. 
 
 
2.3. Kerangka Berpikir 
Kerangka Teori dalam penelitian ini dimulai dari adanya  ketentuan 
anggaran berbasis kinerja yang telah dinyatakan dalam UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara serta UU No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah, terjadi reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional 
atau line item budgeting menjadi anggaran berbasis kinerja dimana mengatakan 
bahwa suatu anggaran didasarkan pada hasil atau output dan sangat berkaitan 
erat dengan visi dan misi suatu badan. 
Selain itu, juga ada teori yang dikemukakan oleh Nordiawan (2006) 
dimana anggaran berbasis kinerja didasarkan pada suatu hasil. Dalam mencapai 
suatu anggaran kinerja yang baik maka suatu badan dalam menerapkan 
anggaran berbasis kinerja harus menetapkan beberapa point penting yaitu 
35 
 
 
 
penentuan sasaran strategis, penentuan standar biaya, penentuan indikator, 
pengukuran kinerja.  
Langkah kedua yang dilakukan peneliti kemudian melihat sistem 
anggaran yang digunakan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
Selanjutnya peneliti membandingkan antara teori dan Undang-Undang dengan 
realita yang kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunkan 
triangulasi teknik. Setelah analisis selesai, peneliti mengambil hasil 
kesimpulan. Kerangka berpikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 
Gambar 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baca Teori dan UU 
Terkait dengan Anggaran 
Berbasis Kinerja 
Melihat Anggaran Berbasis 
Kinerja  
Kesimpulan 
Dibandingkan dengan Teori 
dan Undang-Undang 
Analisis 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1. Waktu Penelitian  
Waktu penelitian merupakan rentan waktu yang dilakukan peneliti 
mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan tahap akhir 
penelitian. Kemudian dari perumusan masalah yang telah dipaparkan didepan 
sehingga dapat dibuat rentang waktu untuk mempermudah secara teknisnya. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 – April 2019. 
 
3.1.2. Wilayah Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Boyolali. Lokasi dari penelitian ini digunakan ungtuk memperoleh sumber 
data, informasi, keterangan, serta hal-hal yang berkaitan langsung dengan 
penelitian yang dilakukan. Alasan penulis mengambil tempat penelitian dengan 
dasar pertimbangan sebagai berikut: 
1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dimana merupakan salah 
satu SKPD yang melakukan kegiatan administrasi anggaran daerah. 
2.  Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali telah menyusun dan 
mempublikasikan LKJIP, sehingga dapat melihat kegiatan anggaran 
yang berada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 
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3.2.Jenis Penelitian  
Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif 
Moleong (2013) adalah penelitian yang digunakan untuk melihat serta 
memahami fenomena yang ada disekitar yang disajikan dengan cara 
mendeskripsikan menggunakan kata – kata.  Menurut (Sugiyono, 2015) Metode 
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah dimana 
peneliti berperan sebagai instrument kunci, snowball, teknik pengumpulan 
dengan menggunakan metode trianggulasi analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan dari  hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada 
makna daripada generalisasi.  
Studi ini akan mempermudah peneliti untuk menjelaskan karakteristik 
dari subyek yang diteliti, mengkaji beberapa aspek dalam fenomena yang 
berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja.  Penelitian ini dilakukan di Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
 
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi merupakan Populasi dalam penelitian ini adalah suatu wilayah 
yang terdiri dari subyek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 
2107). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalahstaf yang berada di 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.  
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Sampel dalam penelitian ini merupakan suatu bagian dari populasi yang 
memiliki karakteristik tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan 
meliputi bagian Anggaran, Bagian Akuntansi dan Bagian Pengelolaan asset di 
Badan Keuangan Daerah Kabupten Boyolali. 
Teknik Pengambilan Sampel adalah suatu teknik yang berfungsi untuk 
menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yang akan 
dilakukan. Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan metode 
Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2017) penelitian dengan metode 
Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sanpel dengan cara 
mempertimbangkan hal tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah informan yang mengetahui tentang penyusunan anggaran serta ikut serta 
dalam melakukan penyusunan anggaran.  
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu: 
1. Data Primer 
Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh  dengan 
cara melakukan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
mendapatkan data yang kredibel. Dalam penelitian ini Peneliti memiliki 
kriteria informan yaitu informan yang memiliki wewenang dalam 
melaksanakan anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, Laporan Realisasi 
Anggaran. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali. 
 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting 
dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data 
yang memenuhi standar yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian kualitatif ini adalah dengan Triangulasi Teknik yaitu: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah suatau proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih 
saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dan mendengar 
dengan telinga sendiri dari suaranya (Sukandarrumidi, 2006: 89). Wawancara 
dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui keadaan seseorang, wawancara 
sendiri dapat dilakukan secara individu atau kelompok guna mendapatkan 
informasi yang tepat dan otentik. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, sedangkan 
recordadalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga 
untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting (Moleong, 
2011: 216). Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar maupun 
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elekronik. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitianini salah satunya adalah 
Laporan RealisasiAnggaran BKD Kabupaten Boyolali dan LKJIP BKDKabupaten 
Boyolali. 
 
3.6. Uji Reliablitas dan Validitas 
  Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan teknik 
triangulasi. Menurut Moloeng (2007), triangulasi adalah teknik pengujian 
keabsahan data dengan cara membandingkan dari berbagai sumber yang telah 
didapatkan melalui beberapa teknik baik dari studi lapangan ataupun studi 
literature. Dalam melakukan pengujian dengan teknik Triangulasi ini penelitian 
sering menggunakan teknik pemeriksaan yaitu menggunakan teknik triangulasi 
Sumber. 
  Menurut (Sugiyono, 2017) dalam melakukan pengujian dengan metode 
triangulasi terdapat beberapa teknik Pengujian yaitu dengan cara 
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, dengan 
penjelasan berikut yaitu: 
1. Triangulasi Teknik 
Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.Maksudnya 
adalah data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan  dokumentasi 
atau kuesioner. 
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3.7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu rancangan untuk menganalisis data yang 
telah dikumpulkan dari sumber-sumber, baik pengamatan dilapangan atau dari 
sumber lainnya yang dikumpulkan dan disimpulkan. (Sugiyono, 2015). 
Analisis ini dilakukan secara tersetruktur, dilakukan sejak awal 
penelitiansampai dengan waktu melakukan penelitian. sejak memperoleh data 
baik dari lapangan maupun hasil observasi, wawancara ataupun dengan 
dokumentasi, kemudian data tersebut dipelajari dan dirangkum, selanjutnya 
ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Selanjutnya Alur analisis data 
yang penulis gunakan menggunakan teori Milles dan Huberman dalam 
Sugiyono (2017) yaitu : 
Gambar 3.1 
Tahap Analisis Data Kualitatif 
 
 
Sumber: Sugiyono (2017) 
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1. Pengumpulan Data 
Tahap ini adalah tahapan yang pertama dalam penelitian, dengan 
pengumpulan data akan mempermudah peneliti dalam melakukan 
penelitian.  
2. Reduksi Data 
Reduksi Data artinya merangkum, memilih serta focus pada sesuatu 
yang dianggap penting oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan gambaran 
yang jelas serta mempermudah dalam melakukan penelitian. 
3. Penyajian Data 
Tahap kemudian adalah menyajikan data, yaitu dengan dilakukan dalam 
bentuk narasi singkat, bagan atau grafik , sehingga memudahkan dalam 
memahami data.  
4. Kesimpulan dan Penarikan/ Verifikasi 
Tahap selanjutnya kesimpulan awal yang bersifat sementara, sehingga 
dapat berubah jika bukti bukti yang kuat ditemukan. yang diharapkan kesimpulan 
kualitatif adalah temuan baru yang belum ada sebelumnya.  Pengambilan 
kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 
Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga menyatakan nilai kinerja anggaran suatu lembaga 
dikelompokkan  kedalam kategori sebagai berikut: 
a. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90%  dikategorikan dengan Sangat Baik 
b. Nilai kinerja anggaran dari 80%   sampai 90% dikategorikan dengan Baik 
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c. Nilai kinerja anggaran 60% sampai 80% dikategorikan dengan Cukup 
d. Nilai kinerja anggaran 50% sampai 60%  dikategorikan dengan Kurang 
e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50%  dikategorikan dengan Sangat 
Kurang 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
 
4.1.1. Gambaran Umum Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali. Pememilihan lokasi 
penelitian dikarenakan BKD adalah SKPD Kabupaten Boyolali yang 
menggunakan system Anggaran Berbasis Kinerja. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan Januari 2019-November 2019.  
Disini Penelitian melakukan penelitian atau pengamatan turun langsung ke 
lapangan untuk memperoleh data terkait dengan penelitian. sehingga peneliti 
mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian dengan teknik wawancara 
serta dari dokumen-dokumen yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Boyolali. Adapun sebagai informan disini yaitu  Ibu Atih Rahmawati M.Si selaku 
kepala bidang anggaran di BKD Kabupaten Boyolali. Ibu Lisytowati selaku 
bidang perencanaan anggaran di BKD Kabupaten Boyolali.  
Pertama yang dilakukan peneliti adalah mengajukan surat penelitian 
kepada Bapelitbang Kabupaten Boyolali untuk membuat surat rekomendasi 
penelitian, setelah itu surat dibawa ke Kesbangpol Kabupaten Boyolali untuk 
memintai persetujuan kemudian surat dibawa ke badan Keuangan kabupaten 
Boyolali ini dilakukan pada bulan awal bulan Desember 2018 kemudian disetujui 
oleh pihak BKD pada bulan Januari 2019.  
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Penelitian dimulai pada hari jumat, 18 Januari 2019, wawancara dilakukan 
setelah jam kerja dikarenakan narasumber pagi dinas keluar kota. Wawancara ke 
dua dilakukan hari Kamis, 7 Februari 2019. Selanjutnya wawancara ketiga 
dilakukan hari Jumat, 29 Mei 2019, wawancara ini menggunakan media 
whatsapp. Hal ini dikarenakan narasumber tidak bisa ditemui sehingga meminta 
peneliti untuk mengirim pertanyaan kepada narasuber. Kemudian hasil dari 
pertanyaan dikirim satu hari setelahnya.  
Untuk mengecek validitas data yang telah didapatkan digunakan 
triangulasi teknik. Triangulasi teknik yang digunakan peneliti ini dilakukan 
dengan cara mencari data untuk implementasi yang berkaitan dengan anggaran 
berbasis kinerja. Apakah sesuai wawancara dengan dokumen-dokumen yang 
ada.Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti memperoleh penjabaran 
tentang implementasi anggaran berbasis kinerja di BKD. Selain itu peneliti juga 
mendapatkan informasi terkait pengunaan anggaran di BKD.  
4.2.Hasil Penelitian  
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan cara 
memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap objek yang didasarkan pada 
kenyataan fakta yang tampak pada objek tersebut. Kemudian dalam menganalisis 
data yang telah dikumpulkan digunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu 
menganalisis data yang didasarkan pada fenomena yang didasarkan pada teori. 
Penelitian ini merujuk pada penelitian Busaini dan Animah yang membahas 
tentang pentingnya implementasi suatu anggaran berbasis kinerja di Pemerintah 
Daerah. Untuk mengetahui seberapa jauh implementasi anggaran  berbasis kinerja 
46 
 
 
 
busaini dan animah menilai berdasarkan beberapa indicator. Indikator merujuk 
pada UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara serta UU No. 25 Tahun 
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. yang mengatakan 
bahwa Pengimlementasisan Anggaran Berbasis Kinerja mencakup beberapa 
Indikator yaitu penentuan strategis, penentuan program dan kegiatan, penentuan 
biaya standar, penentuan indikator kinerja, pengukuran kinerja serta evaluasi 
pelaporan yang bertujuan untuk mencapai suatu tingkat efektif dan efisien suatu 
anggaran.  
Beberapa Indikator tersebut kemudian dijadikan rujukan dalam implementasi 
anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah (Studi di Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Boyolali.  
 
4.2.1. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah 
(Studi di Badan Keuangan Derah Kabupeten Boyolali) 
Data dalam Penelitian ini diperoleh dengan melalui studi dokumentasi, 
wawancara, dan studi literature yang terdiri dari enam pengamatan indicator.  
Adapun lima indikator tersebut adalah: 
 
1. Penentuan Sasaran Strategis 
Penentuan Strategis telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 
tentang SPPN pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2 yang menjelaskan bahwa 
dokumen penyusunan rencana strategis sangat penting untuk disusun secara 
sistematis, terukur dan terarah. Dalam hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh 
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ibu Atik(Jumat, 18 Januari 2019, pukul 14.00)Bahwa dalam penentuan rencana 
strategis sangat memperhatikan tingkat kebutuhan.  
Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan visi organisasi, yang 
kemudian akan dirumuskan misi yang merupakan penjabaran dari visi yang 
ditentukan, setelah itu dilakukan evaluasi atas pencapaian performa organisasi 
sampai saat ini, yang bertujuan untuk dijadikan penentuan strategis utuk meraih 
setiap faktor penentu keberhasilan. Hal ini juga sesuai dengan LKJIP Badan 
Keuangan Daerah kabupaten Boyolali dimana telah mencantumkan visi dan misi 
nya dalam LKJIP. Visi dan Misi tersebut adalah Meningkatkan Pengelolaan 
Keuangan Daerah yang Akuntabel. 
 
2. Penentuan Program dan Kegiatan 
Penentuan program dan kegiatan ini bertujuan untuk menyusun akuntabilitas 
kinerja suatu badan. Dalam penyusunan program dan kegiatan ini didasarkan pada 
pencapaian kinerja dampak dari perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian 
prioritas pada tingkat kabinet atau dalam pencapaian visi, misi dan sasaran 
strategis di suatu badan (BAPPENAS). 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali telah menerapkan penentuan 
program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi yang dicetuskan yaitu, 
Meningatkan  Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dimana tercapai 
suatu alokasi anggaran sebesar Rp. 47.733.446.00,- dan terealisasi Rp. 
40.923.192.055,-dengan pencapaian sasaran program sebanyak 6 program dan 45 
kegiatan (LKJIP BKD Boyolali). 
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Pernyataan ibu Atik kepala bidang Angaran (Jumat, 18 Januari 2019, pukul 
14.00) Bahwa dalam penentuan program dan kegiatan hal pertama yang dilakukan 
adalah menentukan tujuan atau visi dan misi suatu badan, yang kemudian akan 
dilanjutkan untuk menentukan jenis pelayanan apa saja yang akan dijalankan 
kemudian setiap kelompok sasaran diberikan target masing masing layanan, selain 
itu dalam penentuan program dan kegiatan dicantumkan manfaat apa saja yang 
akan dihasilkan dalam pelaksanaan masing masing layanan, serta lokasi dan 
jadwal waktu pelaksanaan.  
Kemudian agar suatu program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik 
maka dalam penentuan tersebut diberikan ukuran kinerja yang akan dicapai 
kemudian mempertimbangkan dengan sumber dana yang diberikan oleh 
pemerintah.  
 
3. Penentuan Standar Biaya 
Permenkeu No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 
2011. Dengan adaya Analisis Standar bertujuan untuk meminimalisir kesepakatan 
antara pihak eksekutif dan pihak  legislatif sehingga dapat melonggarkan alokasi 
anggaran pada tiap-tiap unit kerja untuk mencapai efisiensi anggaran.  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam menentukan standar 
biaya diperlukan beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim anggaran. berikut 
pernyataan ibu Atik selaku kepala bagian anggaran(Jumat, 18 Januari 2019, pukul 
14.00) yang menyatakan bahwa dalam penentuan biaya standar hal pertama yang 
dilakukan adalah review ulang standar biaya tahun sebelumnya dari SKPD hal ini 
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dilakukan untuk mengetahui standar biaya yang kurang efisien pada tahun 
tersebut atau mengecek adakah standar biaya yang tidak mencapai target.  
Kemudian yang kedua adalah beberapa Tim anggaran melakukan survey 
pasar yang dimana bertujuan untuk mempermudah dalam penentuan biaya 
anggaran yang akan digunakan. Setelah itu semua tim anggaran melakuakn rapat 
yang membahas tentang rancangan peratuean standar biaya.Standar Biaya disusun 
sesuai dengan target yang akan dicapai masing masing indikator.  
 
4. Penentuan Indikator Kinerja 
Menentukan Indikator Kinerja, hal ini bertujuan untuk mengukur dan menilai 
tingkat kinerja baik dalam tahap pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca 
acara yang dimana meliputi input, output, manfaat serta dampak yang akan 
diterima. hal ini juga sama seperti yang berada di dokumen LKJIP Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali yang menuliskan bahwa terdapat sebelas 
indikator yang akan dicapai, yaitu: 
Tabel 4.1. 
Penentuan Indikator Kinerja 
N
o 
Sasaran Strategis Indicator kinerja Outcom 
Uraian Target 
1 Meningkatnya 
pengelolaan 
keuangan daerah 
yang akuntabe 
1. Prosentase Peningkatan PAD 
2. Tingkat ketepatan waktu penetapan 
APBD 
3.  Prosentase laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah 
10.24 % 
100% 
100% 
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yang akuntabel dan tepat waktu 
4.  jumlah Ranperda/Ranperbub 
Pertanggungjawaban APBD 
5. Penghapusan Piutang dan Aset 
Daerah 
6. Validasi Aset Daerah 
7. Jumlah Persertifikatan tanah dan 
asset daerah 
8. Prosentase tertib administrasi gaji 
SKPD 
9. Prosentase dana transfer DBH 
(Pajak Retribusi) DAK, Bantuan 
Gubernur 
12. Jumlah Kasus TPGR 
13. Opini Laporan Keuangan 
Daerah 
 
 
1 Perda 
 
80% 
100% 
20sertifika
t 
100% 
100% 
1 kasus 
WTP 
Sumber: Penetapan Kinerja BKD Boyolali Tahun 2017 Perubahan 
Menurut jawaban dari pihak Badan Keuangan Daerah yaitu ibu Listiyani (22 
April 2019, Pukul 16.00 melalui media Whatssap)  Yang mengatakan bahwa ke 
sebelas indikator telah tercapai dengan tingkat yang memuaskan. Hal ini juga 
dibuktikan dengan laporan LKJIP bahwa pada indikator pertama yaitu 
peningkatan prosentase PAD dengan capaian anggaran sebesar Rp. 3.744.214.00,- 
terealisasi sebesar Rp. 3.191.593,- efisiensi anggaran sebesar Rp. 552.621.00 
dengan capaian 124% dimana dalam hal dibuktikan dengan adanya peningkatan 
pelayanan publik PBB dan BPTB,  peningkatan dan pengenbangan pengelolaan 
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keuangan daerah dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber 
pendapatan.  
Capaian indikator tingkat ketepatan waktu penetapan APBD ini dilakukan 
dengan cara peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 
dengan kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran 
APBD. Untuk capaian prosentase laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 
yang akuntabel dan tepat waktu sudah dilaksanakan sesuai dengan target yaitu 
100%. begitu juga sama dengan indicator berikutnya yaitujumlah 
Ranperda/Ranperbub pertanggungjawaban APBD yaitu 100% dengan hasil yang 
dicapai yaitu tersusunnya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD 
tahun 2017. 
Capaian indikator penghapusan piutang dan aset daerah tercapai sebesar 
52 % dengan rencana kerja tahun 2017 sebesar Rp. 154.625.595,- dan terrealisasi 
penghapusan sebesar Rp. 86.374.899.079,-. Indikator validasi asset daerah 
tercapai dengan baik bahwa untuk validasi tahun 2107 nihil serta validasi telah 
disesuaika sesuai dengan kebutuhan. Untuk indikator jumlah persertifikatan tanah 
asset daerah juga telah tercapai sesuai dengan perencanaan yaitu 20 sertifikat 
dapat dicapai 100% yaitu mencapai target 20 sertifikat. untuk prosentase tertib 
administrasi dan gaji SKPD tercapai 100% dengan bukti bahwa anggaran sebesar 
91.110.00 terealisasi sebesar Rp. 85.590.697,- atau 94 % peneyerapan anggaran 
dan 6% efisiensi anggaran. 
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Capaian prosentase dana transfer DBH (Pajak Retribusi) DAK, bantuan 
Gubernur dimana semua telah mencapai targer 100% baik DBH pusat, DBH 
Provinsi, serta DAK fisik keuangan 97% hal ini disebakakn karena seudah sesuai 
dengan kebutuhan.untuk indicator jumlah TPTGR telah terealisasi sesuai target 
yaitu terlaksana 1 kasus, yamg dimana telah meningkatnya kesadaran pegawai 
terkena kasus untuk segera melunasi tanggungannya. Untuk indikator yang 
terakhir yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian juga telah terealisasi 100% 
dikarenakan juga telah mencapai WTP. 
5. Penentuan Pengukuran Kinerja 
Pengukuran Kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan 
(gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, dengan maksud 
diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan 
peningkatan kinerja dapat dilakukan. Dalam Pengukuran kinerja pada ABK ini 
berdasarkan pada tingkat Value for Money yaitu tingkat efektivitas, efisiensi, serta 
ekonomis pada suatu anggaran daerah. 
Kinerja dalam suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan 
mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan tujuan mencapai  tujuan yang 
ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah (Mahsun, 2006). 
Badan Keuangan Daerah kabupaten Boyolali sudah tidak diragukan lagi 
dalam melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari LKJIP 
yang menyatakan bahwa pencapaian kinerja dapat diukur dengan cara 
membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dengan dokumen. 
dalam penetapan kinerja pada tahunanggaran (APBD Kabupaten) 2017, BKD 
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telah melaksanakan berbagai kegiatan strategisuntuk mencapai sasaran-sasaran 
yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaranstrategis. Penilaian capaian kinerja 
menggunakan rumus: 
Capaian indikator kinerja = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 
 𝑋 100 % 
 
 
Dengan asumsi bahwa semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin 
tingginya kinerja, atau semakin rendah realisasi maka akan menunjukkan semakin 
rendahnya kinerja. Hal ini juga sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh 
mahsun (2006) bahwa kriteria suatu anggaran dikatakan baik jika tingkat efisiensi 
kurang dari 100% yaitu sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga menyatakan nilai kinerja anggaran suatu lembaga 
dikelompokkan  kedalam kategori sebagai berikut: 
a. Nilai kinerja anggaran lebih dari 90%  dikategorikan dengan Sangat Baik 
b. Nilai kinerja anggaran dari 80%   sampai 90% dikategorikan dengan Baik 
X < 100% Efisien 
X = 100% Efisiensi 
berimbang 
X > 100% Tidak 
Efisien 
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c. Nilai kinerja anggaran 60% sampai 80% dikategorikan dengan Cukup 
d. Nilai kinerja anggaran 50% sampai 60%  dikategorikan dengan Kurang 
e. Nilai kinerja anggaran sampai dengan 50%  dikategorikan dengan Sangat 
Kurang 
 
 Hasil dari penghitungan rumus bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Boyolali pada tahun 2017 memiliki anggaran sebesar Rp. 47.733.446.00,- dan 
terealisasi sebesar Rp. 40.923.192.055,- Dihitung menggunakan rumus diatas 
yaitu akan terlihat bahwa: 
Capaian indikator kinerja = 
47.733.446.00
40.923.192.055
 𝑋 100 % 
       = 86 % 
Dengan demikian maka dikatakan bahwa Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Boyolali melaksanakan anggaran dengan baik. Dapat dilihat bahwa 
penyerapan anggaran sebesar 86 % yaitu dengan skala pengukuran Nilai kinerja 
anggaran dari 80%  sampai 90% dikategorikan dengan baik. Selain itu BKD 
artinya juga melakukan tingkat efesiensi sebesar 14 %.  
Pernyataan ini juga sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh 
kepala anggaran yaitu ibu Atik ( Kamis, 7 Februari 2019 di kantor Badan 
Keuangan Daerah)  Dimana anggaran berbasis kinerja yaitu dengan cara 
mengkaitkan antara pendanaan yang telah dituangkan dalam setiap kegiatan 
dengan pencapaian keluaran atau hasil yang diharapaka , selain itu juga 
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pencapaian keluaran yang efisien. tidak hanya itu anggaran yang dilaksanakan di 
Badan Keuangan juga dapat diukur. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1.Kesimpulan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Anggaran 
Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah di Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Boyolali.  Badan keuangan Daerah Kabupaten Boyolali telah 
melaksanakan angaran berbasis kinerja dengan baik, hal ini dapat dilihat 
bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 
efisiensi sebesar 14 % yang artinya Badan Keuangan Daerah telah 
melaksanakan anggaran berbasis kinerja denga baik, yaitu tingkat efisiensi 
dibawah 100%.  
Hal ini juga dicantumkan dalam LKJIP setiap tahun periodenya 
yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga mengatakan bahwa, anggaran berbasis 
kinerja pada BKD  dalam skala 80% sampai 90% atau dalam kategori 
baik.  
 
 
5.2. Keterbatasan 
Berdasarkan dari Pembahasan penelitian serta kesimpulan yang 
dijelaskan diatas, keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya 
informan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu bagian 
akuntansi atau keuangan serta pengelolaan anggaran. 
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5.3. Saran 
Berdasarkan hasil dan kesimpulan tentang implementasi Anggaran 
Berbasis Kierja di Badan Keuangan Kabupaten Boyolali, maka peneliti 
dapat mengajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Instansi  
Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKD Kabupaten 
Boyolali, lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,  dalam 
melaksanakaan anggaran berbasis kinerja mulai dari tahap persiapan, 
penyusunan sampai dengan evaluasi pelaporan. Sumber daya manusia ini 
harus sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki serta mengetahui semua 
aspek tentang penganggaran. Sehingga pelaksanaan anggaran dapat 
berjalan maksimal serta hasil yang optimal. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Penelitian yang seharusnya diharapakan dapat menambah informan 
serta lebih bisa berkoordinir dengan narasumber dengan baik.  
b. Menambah instansi tidak hanya satu instansi saja, atau seluruh 
SKPD Kabupaten Boyolali. 
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No 
Bulan November Desember Januari Februari 
 
Maret 
 
April Mei 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
 
4 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
X                            
2 Konsultasi    X     X X X    X  X  X     X X    
3 Revisi 
Proposal 
   X                         
4 Pengumpulan 
Data 
         X       X  X X X        
5 Analisis                   X  X X X X     
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Data 
6 Penulisan 
Akhir 
Naskah Skripsi 
    X X X X       X  X  X          
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
                        X    
8 Munaqasah                           X  
9 Revisi Skripsi                             
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Lampiran 2 
Hasil Wawancara 
Narasumber : Atik Rahmawati  M.si 
Waktu : Jumat, 18 Januari 2019, pukuk 14.00 WIB 
Lokasi : Kantor Badan Keuangan daerah 
 
W:  Apakah sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja? 
N: “sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja” 
W: Anggaran berbasis kinerja ini bertujuan untuk menciptakan anggaran yang efektif 
dan efisien, apakah BKD telah menciptakan hal tersebut? 
N: “ ya seefektif mungkin ya kita dadi  mulai dr perencanaan , mulai dari rpjmd 
skpdrencana kerja tahunan itu sampai dengan penyusunan  itu dadikita 
sudah, mulai tahap tahap  penyusunan sudah dilakukan, efisiennya kita itu 
menganggarkan itu se efisien mungkin sesuai dengan prioritas daerahkan 
sudah ada prioritas daerah itu untuk apa apa, lha itu sudah, kemudian adanya 
penghapusan belanja yang kurang prioritas seperti honor itu dipemda sudah 
tidak ada honorarium untuk pns semua tidak diberikan., untuk menunjang 
kebutuhan insfratuktur, jalan, jembatan, serta pelayanan umum  juga 
ditingkatkan jadi belanja publik itu sudah diefisienkan seefidien mungkin. 
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W: ada perbedaan apa saja dengan system anggaran sebelumnya? 
N: “dulu ada anggaran tradisional, itu adalah system yang tidak mengedapankan 
efektif dan efisien,” kalo kita ,seumpama sudah dianggarkan , kemungkinan 
disana ada , kita sesuai kebutuhan jadi seumpama oh yoo aku arep mbangun  
gedung,jalan ya, kan kita tunggu pengadaan jadi gag langsung segini 
habisnya juga harus segini, kita tunggu lelang semisal anggarannya itu 50 
tapi ternyata tidak sampai segitu , nah itu menjadi SILPA, ,lha SILPA ini 
bisa digunakan untuk anggaran tahun berikutnya, kita semisal pembelian atk 
, pembelian atk itu juga seefektif mungkin, semisal atk itu 8 juta bisa kenapa 
harus 10 jt? lalu untuk undangan semacam itu kan sekarang semuanya sudah 
system online jadi sudah tidak perlu ada biaya untuk undangan dll. 
W:  mengguakan peraturan apa bu? 
N:  peraturan permendagri no 13 
W: Apakah kegiatannya sudah sesuai dengan renstra? 
N: “kegiatan nya sudah sesuai dengan renstra, renja mulai dari perencanaan jangka 
panjang, menengah sama perencanaan tahunan itu “ 
W: hal apa yang biasanya terjadi ketika anggaran ditolak ? 
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N : “mungkin kalo ditolk itu berkaitan dengan ketersediaan dananya, kemudian 
kurang efisien , jadi semua harus dipertimbangkan , tapi kita seringnya sudah sesuai 
dengan itu renja, biasanya penolakan efisien saja sih” 
W: apakah setiap skpd telah melaksanakan sesuai target, tujuan dan sasarann 
kegiatannya? 
N :”iya ada, informasisnya di DPA itu kana ada , sumber dana dari apa masukakknya 
apa , untuk apa, manfaatnya apa itu sudah ada semuanya udah ada di renstra”  
W:bagaimana alokasi anggaran di BKD? 
N :”pengalokasian itu mulai dari perencanaan awal , kalo untuk yang belanja 
langsung itu kan yan…. kan bapeda mulai dari musrenbang, munsren desa, musren 
kecamatan, munsren kabupaten la itu nanti diolah dari bapeda dad itu nanti oh ya 
usulan itu kan usulan dari bawah to, setelah itu kan nanti di bahas oleh tim anggaran” 
W : “asas skpd?”  
N : “ya efektif efisien transparan dan akuntabel” 
W: adakah standarisasi ? 
N :”he.em standarisasinya ada harus sesuai dengan standar, tidak boleh melebihi 
standar itu, pengadaaannya juga ditetapkan sendiri” 
W :” Pakai peraturan apa bu?” 
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N : “ada ,  tentang standarisasi itu ada , tiap tahun kan lain ,  
N :”pengukuran kinerjanya  yaa perencanaannya itu sesuai dengan pelaksanaanya apa 
tidak, jadi tidak mengharuskan anggaran itu habis itu tidak tetapi sesuai dengan 
kebutuhan, lha nanti sisanya nanti menjadi SILPA dan dibuat untuk tahun anggaran 
berikutnya.” 
W : “silpa itu nanti apa langsung bisa digunakan atau nunggu dulu bu?” 
N :”ya diproses noo, harus melalui proses pemeriksaan dari BPK dulu, kalau belum 
ada audit ndak bisa digunakan,” 
W: Apakah ada pemberrian reward atau punishmen dalam  ABK ? 
N :”Kalau sertifikat endak ya, biasanya kan ini dari apa,semisal anggarannya bisa 
dinaikkan,” 
N :”Ada, pengawas dan itu ada sendiri, pptk ppk penggunaan dana, tidak boleh 
merangkap,  
N : “tidak bisa, hrus sesuai perencanaan”, 
N : “Pengukuran kinerja setelah anggaran, itu kan ada pemeriksaaan sudah sesuai 
belum kalau belum bisa diulang”  
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Narasumber : Atik Rahmawati M.Si 
Waktu  : Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 8.30 WIB 
Tempat : Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali 
 
W : Bagaimana cara dalam Penentuan Rencana Strategis Badan keuangan 
Daerah?  
N : Dalam penentuan sasaran strategis, hal pertama yang dilakukan adalah 
menentukan visi organisasi dulu dik, kemudian setelah disetujui visi tersebut 
baru merumuskan misi yaitu penjabaran dari visi orgamnisasi. lha setelah itu, 
dilakukan evaluasi strategis dari tahun sebelumnya sampai saat ini itu 
bagaimana. setelah itu pasti akan ditemukan beberapa hal dimana terdapat 
beberapa factor yang mendukung keberhasilan organisasi yang mana akan di 
pertahankan dan dikembangkan dan nanti akan menjadi suatu prioritas 
strategis dalam mencapai suatu target. 
W :Bagaimana cara dalam penentuan program dan kegiatan di BKD Boyolali? 
N : Oh iya dalam penentuan program dan kegiatan ii didasarkan pada sumber 
dana yang ada pada saat itu, keudian akan dirumusakan suatu tujuan, jenis 
pelayanan, target kelompok sasaran pelayanan, manfaat lokasi, jawal waktu, 
serta ukuran kinerjanya 
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W : Bagaimana cara penentuan standar baiayanya?\ 
N : Penentuan standar biayanya itu dari pihak kami yang pertama yang 
dilakukan adalah me review ulang standar tahun sebelumnya. kemudian tim 
anggaran akan melakukan survey lapangan dan setelah itu akan dirumuskan 
dalam suatu peraturan. 
W ; Anggaran berbasis kinerja BKD Boyolali, dikatan sudah baik, lalu bukti dari 
penerapan anggaran berbasis kinerja itu apa? 
N : kami dalam melakukan penerapan anggaran ini menggunakan metode 
dengan cara mengkaitan setiap pendanaan yang dituangkan dalam suatu 
kegiatan dengan keluaran dan hasilyang diharapkan termasuk efisiensi dalam 
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. keluaran dan hasil tersebut dituangkan 
kedalam target kinerja. Keluaran tersebut dapat diukur. 
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Lampiran  5  
Surat Penelitian 
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Lampiran 5 
Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 6 
Bukti Plagiasi 
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